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Apa Kabar 
Hak Asasi Manusia Perempuan?

Dalam Jurnal Perempuan Edisi 45 Sejauh Mana 
Komitmen Negara? JP mengkaji peletakan 
dasar dan instrumen CEDAW (Convention 

on the Elimination of Discrimination Against Women) 
menjadi penanda awal bagi peta awal perlawanan 
atas diskriminasi gender. Indonesia merupakan salah 
satu anggota dari 188 negara lainnya. Instrumen legal 
ini merupakan peta dan jalan untuk melawan 
fragmentasi hukum internasional yang masih 
mendiskriminasi separuh penduduk dunia, yaitu 
perempuan. Kekerasan terhadap perempuan 
mengambil bentuk dasarnya dalam diskriminasi, 
yang kemudian beroperasi menjadi kekerasan. 
Sampai dengan tahun 2015 ini visibilitasnya masih 
mengalami gangguan seperti dalam peringatan 
Deklarasi dan Platform Aksi Beijing+20 (UNWomen 
Report: http://www.unwomen.org/en/news/
stories/2014/12/). Ban Ki-moon me-miliki komitmen 
kuat dalam menyampaikan pesannya bahwa perihal 
ini telah, sedang dan akan menjadi perhatian penuh 
dalam Post 2015 dan kerangka pembangunan 
berkelanjutan (baca SDGs—Sustainable Development 
Goals). Setidaknya 17.000 partisipan dan 30.000 aktivis 
memenuhi pembukaan Konferensi Dunia Perempuan 
ke-4 di Beijing pada September 1995. Tujuan mereka 
adalah satu, yaitu kesetaraan gender dan 
pemberdayaan atas perempuan secara global. 20 
tahun setelah itu, di tahun 2014 ini mereka berkumpul 
kembali dalam Aksi Platform Beijing+20. Prioritas 
pertama yang menjadi perhatian dunia adalah 1) 
Perempuan dan Lingkungan, disamping 12 isu kritis 
yang menjadi perhatian, yaitu 2) Perempuan dalam 
Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan; 3) Anak 
Perempuan; 4) Perempuan dan Ekonomi; 5) 

Perempuan dan Kemiskinan; 6) Kekerasan terhadap 
Perempuan; 7) Hak Asasi Manusia dari Perempuan; 
8) Pendidikan dan Training Perempuan; 9) Mekanisme 
Institusional untuk Kemajuan Perempuan; 10) 
Perempuan dan Kesehatan; 11) Perempuan dan 
Media; 12) Perempuan dan Daerah Konflik (UN 
Women Reports, Beijing+20: http://beijing20.
unwomen.org/en/about). 

Platform Aksi Beijing+20 membayangkan tentang 
perempuan dan anak-anak perempuan yang 
mendapatkan kebebasan dan pilihan dan menyadari 
hak-haknya serta terbebas dari kekerasan, baik ketika 
ke sekolah, berpartisipasi dalam pengambilan 
keputusan dan juga bayaran yang setara ketika 
bekerja. Aksi ini merupakan usaha untuk 
menampakkan yang tak terlihat (the insivible) bahwa 
perempuan mendapatkan beban paling berat dari 
ketidakadilan sosial ekonomi dan politik. Yang 
memperparah kondisi ini adalah akses terhadap 
“hak” dan pengetahuan kesehatan reproduksi dan 
seksual amat minim. Di samping kemunduran 
tersebut, kehidupan dan pemajuan hak-hak 
perempuan di Indonesia sejak sepuluh tahun terakhir 
juga menunjukkan pelbagai kemajuan dan capaian 
sebagai berikut sebagai turunan dari Kovenan 
Internasional: 1) Undang-Undang No.23 Tahun 2000 
tentang Perlindungan Anak. 2) Instruksi Presiden 
No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. 
3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 4) 
Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai 
Politik. 5) Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 
tentang Pemilihan Umum. 6) Undang-Undang No. 12 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 7) 
Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang 

Catatan Jurnal Perempuan

http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/12/
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/12/
http://beijing20.unwomen.org/en/about
http://beijing20.unwomen.org/en/about
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Perlindungan Saksi dan Korban. 8) Undang-Undang 
No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia. 9) 
Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang 
Penanganan Konflik Sosial. 10) Undang-Undang No. 
6 Tahun 2014 tentang Desa. 11) Peraturan Empat 
Kementerian, yakni Kementerian Keuangan, 
Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan dan 
Pembangunan Nasional, Kementerian Perlindungan 

dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak   No. 105 
Tahun 2008 tentang Anggaran berperspektif Gender. 
12) Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan 
Anak di area konflik. Pada edisi ini, Jurnal Perempuan 
85 hendak mengulas aspek-aspek tersebut dalam 
pelbagai matra kajian.  (Pemimpin Redaksi: Dewi 
Candraningrum)
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R. Valentina Sagala. Institut Perempuan. Jl. Dago Pojok 
No.85, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40135. 

Phone:0815-9074-798 

Membumikan Instrumen HAM Internasional: Kajian 
Kebijakan Hukum yang Melanggar Hak Perempuan

Disseminating International Human Rights Instruments: 
a Study of Legal Policies that Violates Women’s Human 

Rights

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 81-89, 1 tabel, 9 daftar 
pustaka.

This paper paper examines human rights including women’s human rights 
(women’s rights), the adoption of the Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women (CEDAW), and other international 
human rights instruments. Referring to CEDAW’s principles together with 
human rights principles, States are urged to create law that promotes 
women’s perspective. Unfortunately until now, there are many policies 
and laws, at any levels—national and province/district/city—discriminate 
against women. Regarding this, this paper will focus to list on Bills which 
become the advocacy priority for women’s movement in Indonesia.

Keywords: women’s rights, CEDAW, feminist legal theory and practices. 

Tulisan ini mengkaji perkembangan hak asasi manusia (HAM) meliputi 
hak asasi perempuan (HAP), kelahiran Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), dan instrumen 
hukum internasional lainnya. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip 
CEDAW yang melengkapi prinsip-prinsip HAM, negara didorong untuk 
mewujudkan hukum yang berperspektif perempuan. Namun sayangnya 
hingga saat ini, di Indonesia, berbagai produk hukum dan kebijakan masih 
diskriminatif terhadap perempuan. Diskriminasi ini terjadi tidak hanya 
di tingkat nasional, namun juga pada peraturan perundang-undangan 
di tingkat daerah. Kajian ini mengkhususkan diri pada Undang-Undang 
(Rancangan Undang-Undang) yang tengah menjadi agenda perjuangan 
gerakan perempuan di Indonesia saat ini.

Kata Kunci: hak asasi perempuan, CEDAW, hukum berperspektif 
perempuan. 

Yuyun Wahyuningrum. Penasihat Senior mengenai ASEAN & 
HAM. Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia

Apakah ACWC (Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan 
Perlindungan Hak Perempuan dan Anak)? Kajian 

Instrumen Kebijakan Internasional

What is ACWC (ASEAN Commission on the Promotion and 
Protection of the Rights of Women and Children)? A Study 

on the International Policy Instruments

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 91-98, 13 daftar pustaka.

ASEAN has established a commission specialised in advancing and 
protection rights of women and children in Hanoi Vietnam on 7 April 
2010. This commission is called ACWC (ASEAN Commission on the 
Promotion and Protection of the Rights of Women and Children). This 
paper investigates and narrates its history, challenges and hindrance 
being faced to advance human rights. It argues that despite all the 
obstacles, ACWC has crucial potential to increase women and children 
participation as well as state and community to advance human rights 
in ASEAN.

Keywords: ASEAN, ACWC, Women, Child.

ASEAN mendirikan sebuah mekanisme hak asasi manusia yang memiliki 
spesialisasi pada pemajuan dan perlindungan hak perempuan dan anak 
pada tanggal 7 April 2010 di Hanoi, Viet Nam. Komisi ini dinamakan 
ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of 
Women and Children atau ACWC. Artikel ini membahas perkembangan 
ACWC sejak ia didirikan, tantangannya ke depan dan kans apa saja yang 
dimilikinya untuk meningkatkan upaya perlindungan hak perempuan 
dan anak di kawasan. Artikel ini berargumentasi bahwa meskipun 
ACWC didirikan dengan segala keterbatasan dan dinamikanya, badan ini 
bisa memiliki potensi untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak 
perempuan di ASEAN. 

Kata kunci: ASEAN, ACWC, perempuan, anak.

Maria Ulfah Anshor. Komisioner Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia (KPAI). Jl. Teuku Umar No.10, Menteng, Kota Jakarta 

Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350. Phone:(021) 
31901556

Status Anak Perempuan dalam Kovenan Internasional: 
Kajian Advokasi Perkawinan Anak

Status of Girls under International Covenants: a Study of 
Advocacy of Child-Marriage

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 99-105, 9 daftar pustaka.

In Beijing Platform Action (BPFA) in 1995, one of the twelve critical issues 
is the girl-child. Referring to the reality in many countries that girls from 
an early age are treated discriminately and harmfully into practices such 
as female genital mutilation, sex selection before the baby is born, even 
the killing of female infants, violence against girls, child marriage, sexual 
exploitation, sexual abuse, discrimination against girls in provision, 
protection, & participation and other discriminatory practices, such 
as regarding the health and welfare facilities for girls. This paper will 
examine Indonesia’s efforts to reduce the marriage of girls.

Keywords: international covenants, girls, child-marriage.

Dalam Beijing Platform Action (BPFA) tahun 1995, salah satu dari 
dua belas isu kritis adalah anak perempuan (the girl child). Merujuk 
pada realitas di banyak Negara bahwa anak perempuan sejak usia 
dini mendapat perlakuan diskriminatif dan praktek-praktek yang 
merugikan anak perempuan seperti pengrusakan alat kelamin anak-
anak perempuan termasuk sunat perempuan, pemilihan jenis kelamin 
sebelum bayi lahir, bahkan pembunuhan terhadap bayi-bayi perempuan, 
kekerasan terhadap perempuan, pernikahan anak, eksploitasi seksual, 
penyalahgunaan seksual, diskriminasi terhadap anak perempuan dalam 
pemberian makanan dan praktik diskriminasi lainnya, seperti menyangkut 
fasilitas kesehatan dan kesejahteraan bagi anak-anak perempuan. Tulisan 
ini akan mengkaji usaha Indonesia dalam mereduksi perkawinan anak-
anak perempuan.

Kata kunci: kovenan internasional, anak perempuan, perkawinan anak.
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Dwi Ruby Kholifah. Delegasi CSO untuk CSW 59 New York. 
AMAN Indonesia. Jl. Jatipadang II No. 18 A Pasar Minggu 

Jakarta Selatan. Telp/ Fax : +62 21 7892870

Perempuan Membongkar Diplomasi Senyap Beijing+20 & 
CSW59 New York: Kajian Diplomasi Internasional Ramah 

Perempuan

Women Disassembling Silent Diplomacy of Beijing+20 & 
New York CSW59: a Study of Woman-Friendly International 

Diplomacy

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 107-114, 6 daftar pustaka.

This paper examines a comprehensive picture of women’s advocacy 
in Beijing+20 and Commission on the Status of Women 59 New York 
that spoke against silence-diplomacy led by Indonesian government. 
Indonesia was seen as most democratic Muslim country in the World 
by the UN. Yet Indonesia was not promoting works in human rights 
maximally, especially the advancement of women’s rights and children’s 
rights. Women’s Movement to advocate the previous two international 
meetings had successfully opened-up a more women-friendly advocacy 
to advance status of women and children under international gender 
instruments.  

Keywords: Beijing+20, CSW 59 New York, Women-friendly Diplomacy.

Kajian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif tentang 
advokasi gerakan perempuan dalam membongkar diplomasi senyap 
Indonesia pada Review Beijing +20 di tingkat Asia Pasifik maupun global 
yaitu di Sidang PBB Commission on the Status of Women (CSW) Sesi 
59  di New York. Indonesia dipandang sebagai negara Muslim paling 
demokratis di dunia, dengan kepemimpinan baru yang mengusung rakyat 
sebagai sentral dari perubahan sangat ditunggu kepemimpinannya oleh 
dunia, terutama berbicara tentang pemajuan HAM perempuan dan 
anak. Sayangnya, Indonesia lebih banyak memilih diam bahkan ketika 
ditafsirkan sebagai negara yang menolak gagasan progresif terkait 
dengan pemajuan HAM perempuan dan anak perempuan. Gerakan 
Perempuan Peduli Indonesia untuk Beijing +20 berhasil membongkar 
diplomasi “senyap” Indonesia, dengan dialog intensif sebagia bagian dari 
delegasi CSW 59. 

Kata kunci: Beijing+20, CSW 59 New York, Diplomasi Ramah Perempuan.

Lorensia Brahmana. Universitas Padjajaran & Caritas Indonesia. 
Jl. Raya Bandung Sumedang Km. 21, Jatinangor, Jawa Barat 

45363. Phone:(022) 84288828 

Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial: Kajian Kovenan 
Internasional atas Perdagangan Perempuan

Criminalization of Sexual Workers: a Study of International 
Covenants on Women’s Trafficking

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 115-121, 9 daftar pustaka.

This article looks into the actions taken by the Government of Indonesia 
to follow up the integration of the points of the Beijing Platform +20 
into national instruments such as legislation products, law, and public 
policy based on gender equality in accordance with suppressing women 
trafficking particularly the exploitation of prostitution pinpointed by the  
Beijing Platform +20. It will also discuss gender injustice as the root of 
women’s trafficking. Women exploitation in prostitution still can not be 
addressed optimally by the government because of gender inequality in 
legal structure and system. Besides, the implementation is still based on 
gender-biased value and construction of sexuality in patriarchal society. 

Keywords: Commercial Sex, Women, Trafficking.

Tulisan ini membahasa tentang sejauh mana tindak lanjut pemerintah 
Indonesia untuk mengintegrasikan poin-poin Platform Aksi Beijing +20 
ke dalam Instrumen nasional yakni produk-produk legislasi, hukum, dan 
kebijakan pemerintah yang berkeadilan gender dalam memberantas 
perdagangan perempuan khususnya terkait eksploitasi prostitusi sebagai 
salah satu aspek yang menjadi seruan dalam Platform Aksi Beijing +20. 
Tulisan ini akan membahas bagaimana ketidakadilan gender sebagai 
akar terjadinya perdagangan perempuan. Keberlangsungan eksploitasi 
perempuan dalam dunia prostitusi belum bisa ditangani secara maksimal 
oleh pemerintah disebabkan karena masih ada ketidakadilan struktur dan 
sistem dalam hukum yang disebabkan oleh gender. Selain itu, praktek 
implementasi hukum dan undang-undang masih menyerap nilai-nilai 
konstruksi seksualitas yang cenderung bias gender dalam masyarakat 
patriarki. 

Kata kunci: komersialisasi seks, perempuan, perdagangan manusia.
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Perdagangan Perempuan dalam Migrasi Internasional: 
Kajian Diplomasi Indonesia dan Malaysia

Trafficking of Women in International Migration: a Study of 
Indonesia and Malaysia Diplomacy

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 123-131, 1 gambar, 1 
tabel, 16 daftar pustaka.

The lack access in knowledge, education, training and economic factor has 
made women and girls become prone-victims of trafficking. Malaysian 
Govt has reported that 4.268 sex commercial workers are coming from 
Indonesia. They are mostly trafficked via the borders of Malaysia and 
Indonesia. To cut the chain of violence, it is necessary to cut the whole 
syndicate of traffickers instead of one trafficker. International diplomacy 
between Indonesia and Malaysia is hoped to foster the reduction of 
human trafficking, specifically women and girls as way to advocate 
international gender instruments.

Keywords: trafficking, International diplomacy, Indonesia-Malaysia.

Minimnya akses pengetahuan dan pendidikan dan faktor ekonomi 
yang menghimpit membuat perempuan dewasa dan anak-anak 
perempuan menjadi korban trafficking. Sebagaimana yang dilaporkan 
oleh pemerintah Malaysia, bahwa 4.268 pekerja seks komersial di 
Malaysia berasal dari Indonesia. Dengan demikian memutus mata rantai 
kejahatan kemanusiaan tidak bisa hanya dengan prioritas satu oknum 
saja, melainkan memutus mata rantainya dari sumber perekrutan 
sindikat perdagangan manusia yaitu perekrut tenaga kerja. Diplomasi 
internasional yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan 
Malaysia dengan cara program pemulangan tenaga kerja Indonesia 
dan penyaluran tenaga kerja melalui satu jalur yakni jalur pintu legal 
merupakan upaya advokasi pemerintah atas pemenuhan hak-hak 
perempuan dalam instrumen gender internasional. 

Kata Kunci: perdagangan manusia, diplomasi Internasional, Indonesia-
Malaysia.  
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Memperkuat Instrumen Gender dan Agensi Perempuan: 
Studi Kasus Resiko Bencana di Indonesia, Filipina, dan 

Korea Selatan

Strengthening Gender Instrument and Women’s Agency: a 
Study of Disaster Risks in Indonesia, Philippine, and South 

Korea

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 133-138, 3 gambar, 18 
daftar pustaka.

UNDP 2004 has reported that 75% of the world inhabit a high-risk 
disaster-prone area. Oxfam 2005 has narrated that during the tsunami 
attacking Indonesia and other countries, 77% casualties were women 
and girls. This facts shall strengthen the understanding of international 
gender instrument that support those who are vulnerable during 
disaster. Indonesia has impotant task to work and cooperate among 
multistakeholders such as government, communities, CSOs, NGOs, mass 
medias, etc to reduce disaster-risks. Indonesia should also pay more 
attention to promote women’s agency in reducing disaster-risks.   

Keywords: gender instrument, disaster, women, agency.

Laporan UNDP (2004) memperkirakan sekurangnya 75% penduduk 
bumi hidup di daerah yang berisiko bencana. Oxfam (2005) melaporkan 
bahwa pada Tsunami Samudera Hindia terdapat 77 % korban meninggal 
adalah perempuan. Melihat makin tingginya kepedulian publik pada 
pengurangan risiko bencana dan tumbuhnya solidaritas di Indonesia, 
maka pekerjaan rumah yang utama adalah bagaimana memastikan 
bahwa pemahaman instrumen gender di Indonesia khususnya dalam 
pengurangan risiko bencana semakin baik di tiap level bagi multipihak; 
pemerintah, masyarakat sipil, komunitas bisnis, akademisi dan media. 
Di sisi lain, perlu adanya upaya untuk mendukung promosi keagenan 
perempuan dalam pengurangan risiko bencana yang lebih masif lagi.

Kata Kunci: instrumen gender, bencana, perempuan, agensi.
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Perempuan Buruh Dalam Pasar Internasional: Cinta Ibu, 
Agensi dan Keragaman Politik Aktivisme 

Women’s Labors in International Market: Mother’s Love, 
Agency and Plurality of Activism Politics

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 139-147, 33 daftar 
pustaka.

Activism of international women’s labors does not deal with one version 
of global action yet manifesting in pluralism of actions with divergent and 
different forms. Many faces of Asia-Pacifics women’s movements, for 
example, are having multiple expressions in engaging with emancipatory 
politics at all levels. Effort to generalize their fights, resistance, and 
resilience will at the end reduce the capacity of their political movement 
in terms of framework, tradition, generation, ethnicity and nationalism. 
Women are collectively challenging the injustice, violence, and inequality 
by demonstrating differences which are linguistically, geographically and 
culturally defined. Thus, flexibility of action and resilience is the best cure 
to patriarchy.

Keywords: women labors, international market, activism.

Aktivisme perempuan buruh internasional tidak sedang berurusan 
dengan satu versi aksi global, tetapi keberagaman aksi, dengan pola 
yang divergen dan saling terbedakan. Beragam kelompok perempuan di 
Asia Pasifik misalnya, dan yang lainnya, memiliki ekspresi yang beragam 
dalam keterlibatan mereka dalam politik emansipatoris di semua level. 
Usaha untuk menggeneralisasikan perjuangan dan resistensi perempuan-
perempuan ini, demikian juga, ketahanan mereka, akan mereduksi politik 
gerakan dalam kerangka, tradisi, generasi, etnisitas dan nasionalisme. 
Secara kolektif perempuan melawan kesewenangan, penindasan, 
ketidakadilan dengan mendemonstrasikan perbedaan yang kaya baik 
secara geografis dan secara ekspresi linguistik. Fleksibilitas aksi dan 
ketahanan aksi kemudian amat ditakuti oleh dunia patriarki.

Kata Kunci: perempuan buruh, pasar internasional, aktivisme.



viii

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015



149

Prof Patrick Ziegenhain adalah peneliti senior 
dan dosen di sejumlah universitas di Jerman 
yakni di Departemen Ilmu Politik Universitas 

Trier, di Departemen Studi Asia Tenggara Universitas 
Goethe, Frankfurt dan di Departemen Studi Asia 
Tenggara Universitas Bonn.  Patrick juga pernah 
menjadi profesor tamu di Departemen Ilmu Politik 
Universitas De la Salle, Manila, Filipina pada Mei 
hingga September 2014. Ia memiliki minat utama 
pada kajian dengan topik demokrasi dan 
perkembangan politik, sosial dan ekonomi di Asia 

Wawancara / Interview

Vol. 20 No. 2, Mei 2015, 149-152 UDC: 305 

Tenggara. Patrick meraih gelar M.A. dalam bidang 
Ilmu Politik (dengan kajian minor sejarah modern 
dan filologi Indonesia) dari Universitas Cologne, 
Jerman pada 1997. Sementara gelar PhD di bidang 
Ilmu Politik diraih pada tahun 2005 dari Universitas  
Albert Ludwigs, Freiburg, Jerman dengan tesis 
berjudul “From Rubber Stamp to Superbody? The Role of 
the Indonesian Parliament in the Democratization Process 
between 1997 and 2004”. Tesis ini kemudian diterbitkan 
menjadi buku dengan judul The Indonesian Parliament 
and Democratization oleh Institute of Southeast Asian 

Patrick Ziegenhain: 
“Perlu Peningkatan Ekonomi, Perubahan Administratif  

dan Pola Pikir Sosial Untuk Memperbaiki Status 
Perempuan di Asia Tenggara”

Patrick Ziegenhain: “The need to increase economy, administrative reformation, and 
changes of  mindset to improve the status of  South East Asian women”

Anita Dhewy

Redasi Jurnal Perempuan

anita@jurnalperempuan.com

mailto:anita@jurnalperempuan.com


150

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, 149-152

Studies pada 2008. Selain itu pria kelahiran Jerman 45 
tahun yang lalu ini juga meraih gelar Habilitation di 
bidang Ilmu Politik dan Kajian Asia Tenggara dari 
Universitas Trier, Jerman pada 2014. Patrick menulis 
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ISEAS, 2010, pp. 120-134; “Internal and external 
challenges for the political systems of Thailand and 
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Jurnal Perempuan: Bagaimana pandangan anda terkait 
isu kesetaraan gender di Asia Tenggara? Bagaimana 
gambarannya secara umum dan tren yang berkembang 
semacam apa? 

Patrick Ziegenhain: Dari sejumlah data yang ada 
kita tahu bahwa perempuan di Asia Tenggara tidak 
mempunyai akses yang sama seperti laki-laki atas 
banyak hal, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, 
pekerjaan dengan upah yang layak serta modal dan 
juga tanah. Dan yang tidak kalah penting, di bidang 
politik perempuan tidak mempunyai kesempatan, 
akses dan kekuatan yang sama seperti laki-laki. 
Namun ada perbedaan diantara sebelas negara di 
Asia Tenggara, ada situasi sedikit berbeda mengingat  
ada negara seperti Singapura dan negara seperti Laos 
atau Kamboja, selain juga ada perbedaan budaya, 
agama dan situasi sosial. Kalau kita melihat status 
ekonomi di Asia Tenggara, kita bisa melihat ada 
perbedaan besar, kita semua tahu Singapura 
merupakan negara terkaya di Asia Tenggara dengan 
rata-rata pendapatan per tahun hampir 50 ribu dolar 
Amerika setahun dan menempati peringkat 18 dunia 
untuk indeks pembangunan manusia dan termasuk 
kategori negara yang paling maju. Namun ada juga 
negara yang lebih miskin di Asia Tenggara contohnya 
Myanmar atau Kamboja atau Laos. Sementara kalau 
kita melihat data tentang angka kelahiran, perempuan 

yang hidup di negara dengan ekonomi maju 
cenderung mempunyai lebih sedikit anak. Kita bisa 
lihat di Singapura, kelahiran per perempuan 1,3, 
cukup kecil, ini kebalikan dengan negara seperti 
Filipina dan Indonesia,  di Indonesia 2,4 dan di 
Filipina 3,1 dan lebih banyak lagi di negara seperti 
Timor Leste yakni lebih dari 5 anak. Kita bisa melihat 
bahwa angka kelahiran berkorelasi dengan status 
ekonomi. Kita juga bisa melihat ada korelasi antara 
negara yang sudah maju seperti Singapura dan 
Malaysia dengan tingkat pendidikan perempuan, di 
dua negara tersebut perempuan lebih banyak ke 
sekolah menengah daripada Filipina dan negara yang 
lebih miskin seperti Laos, Kamboja dan Myanmar 
misalnya. Dan kalau kita melihat rasio anak 
perempuan dan anak laki-laki yang masuk 
universitas/perguruan tinggi, juga lebih tinggi di 
Singapura dan Malaysia, serta lebih rendah di Laos 
dan Kamboja. 

Jurnal Perempuan: Bagaimana anda melihat kesetaraan 
gender di Indonesia dibandingkan negara lain di Asia 
Tenggara? 

Patrick Ziegenhain: Kalau kita melihat Global 
Gender Gap Index 2014 yang dikeluarkan World 
Economic Forum, di sana ada empat indikator yang 
digunakan yaitu partisipasi ekonomi, pencapaian 
pendidikan, kelangsungan hidup dan kedaulatan 
politik, kita bisa membandingkan antara Indonesia 
dan Filipina. Dari data tersebut kita bisa melihat 
bahwa Filipina berada di posisi tinggi yakni peringkat 
9 dunia, sementara negara seperti Singapura dan 
Thailand ada di posisi 59 dan 61 juga Laos ada di 
peringkat 60, lebih tinggi daripada Indonesia yang 
ada di posisi 97. Dan jika kita bandingkan antara 
Filipina dan Indonesia untuk indikator partisipasi 
ekonomi, Filipina ada di posisi 24 dunia mengingat di 
Filipina sudah ada banyak pengusaha perempuan, 
begitu juga perempuan yang duduk di posisi CEO. 
Sementara Indonesia hanya berada di posisi 108 
dunia. Selain partisipasi ekonomi yang jauh berbeda, 
perbedaan juga tampak di bidang pendidikan. Dalam 
hal pencapaian pendidikan, Filipina berada di posisi 
teratas di dunia sedang Indonesia di posisi 78. Begitu 
juga di bidang kesehatan dan kelangsungan hidup, 
lebih tinggi Filipina dibandingkan Indonesia. Di 
bidang politik kita tahu di Filipina sudah lebih banyak 
perempuan yang terjun di politik, kita juga mengenal 
presiden perempuan Filipina seperti Gloria 
Macapagal Arroyo. Jumlah senator dan anggota DPR 
perempuan juga lebih tinggi dibandingkan Indonesia. 
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Jadi jelas bahwa status perempuan di Filipina lebih 
baik daripada Indonesia. Kita bisa melihat bahwa 
status ekonomi dan status perempuan dalam 
masyarakat sering berkorelasi, dimana negara yang 
sudah maju secara ekonomi seringkali status 
perempuannya lebih tinggi, akan tetapi hal ini tidak 
dapat secara otomatis diasumsikan demikian, 
contohnya Filipina. Bisa dilihat bahwa Filipina secara 
ekonomi kurang layak dibandingkan dengan negara 
Asia Tenggara lain, begitu juga dengan situasi 
politiknya, namun tidak demikian dengan status 
perempuan di negara tersebut. 

Jurnal Perempuan: Menurut anda bagaimana memperbaiki 
status perempuan di Asia Tenggara ke depan? 

Patrick Ziegenhain: saya kira pembangunan 
ekonomi adalah satu solusi karena jika kondisi 
ekonomi meningkat maka akan terjadi perubahan 
terhadap status perempuan. Dan jika pembangunan 
ekonomi lebih baik, maka akan membuka kesempatan 
bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan 
yang lebih baik dan kesempatan kerja sehingga 
perempuan menjadi lebih maju. Tapi saya kira juga 
perlu beberapa syarat yang lain dan tidak hanya 
pembangunan ekonomi semata, tetapi juga perlu 
perubahan sistem hukum dan administratif yang 
mencakup penghapusan hukum yang diskriminatif 
terhadap perempuan dan penegakan hukum 
termasuk di dalamnya hakim yang tidak bias, tidak 
korup dan yang tahu hak-hak perempuan. Legal 
framework atau administrative framework ini penting 
sekali dan harus lebih kuat di Asia Tenggara. Selain 
itu yang juga tidak kalah penting adalah perubahan 
mindset sosial. Perubahan pola pikir tentang peran 
perempuan dalam masyarakat ini penting sekali 
mengingat masih banyak masalah terkait hal ini. Dan 
saya kira yang penting adalah mengurangi tradisi 
budaya dan interpretasi agama yang masih 
diskriminatif terhadap perempuan. Ini masih menjadi 
masalah besar dan merupakan tantangan untuk masa 
depan situasi perempuan di Asia Tenggara. 
Singkatnya untuk memperbaiki situasi perempuan di 
Asia Tenggara diperlukan peningkatan situasi 
ekonomi secara umum selain juga dibutuhkan adanya 
perubahan administratif dan social mindset. 

Jurnal Perempuan: Bicara tentang politik Asia Tenggara, 
dinasti politik menjadi fenomena yang cukup kuat, kita 
mengenal Aung San Suu Kyi atau Megawati Sukarnoputri 
misalnya, bagaimana anda melihat fenomena ini dalam 
konteks proses demokratisasi secara umum dan pemajuan 

hak-hak perempuan secara khusus? 

Patrick Ziegenhain: Saya kira dinasti politik itu 
masalah bagi demokratisasi. Contoh yang baik itu 
Filipina, di sana ada mungkin sekitar lima puluh 
keluarga besar yang mendominasi ekonomi dan 
politik yang tidak berbasis meritokrasi melainkan 
kekuatan feodalisme yang dimiliki seseorang dengan 
privilege sejak lahir. Ini tidak sesuai dengan prinsip 
demokrasi yang menempatkan kesamaan kesempatan 
bagi setiap orang. Karena itu saya kira perlu ada 
perubahan kebudayaan politik untuk membuka 
kemungkinan bagi orang biasa untuk masuk dalam 
politik dan mendapatkan posisi di jajaran 
pemerintahan atau DPR. Dan saya kira juga penting 
sekali untuk menumbuhkan pemahaman dan 
kesadaran masyarakat awam atas persoalan ini 
sehingga mereka tidak lagi memilih orang-orang 
yang berasal dari keluarga dinasti. 

Untuk masalah perempuan, banyak memang 
perempuan yang mendapat posisi politik di Asia 
Tenggara yang datang dari dinasti politik. Ini ada 
dua sisi, di satu sisi perempuan mendapat posisi 
seperti presiden atau anggota DPR karena berasal 
dari keluarga dinasti adalah sebuah contoh baik bagi 
kenaikan posisi perempuan ke level yang tinggi, 
tetapi di sisi lain ini juga menjadi persoalan karena 
menurut saya akan lebih baik jika perempuan yang 
bukan berasal dari keluarga dinasti juga bisa maju 
dan mendapatkan posisi yang sama. Karena itu saya 
kira peran partai politik menjadi penting sekali. 
Negara dimana ada partai politik yang kuat dan 
kurang korup membuka kemungkinan bagi 
perempuan dengan latar belakang biasa untuk bisa 
meraih posisi puncak. Sistem pemilihan secara 
langsung mempersulitkan orang-orang di luar dinasti 
untuk bisa mendapatkan suara. 

Jurnal Perempuan: Adakah karakteristik khusus terkait 
praktik dinasti politik di Indonesia dibandingkan dengan 
negara-negara di Asia Tenggara?  

Patrick Ziegenhain: Indonesia memiliki banyak 
karakter khusus , meskipun juga ada banyak 
kesamaan dengan negara-negara Asia Tenggara lain. 
Struktur politik yang ada di Indonesia sekarang 
masih dipengaruhi oleh sistem Orde Baru dan 
kelompok yang kuat pada waktu itu, sehingga 
meskipun sekarang ada perubahan, tetapi berjalan 
pelan. Masih banyak kekuatan Orde Baru yang masih 
bertahan sampai sekarang karena itu saya kira perlu 
lebih banyak waktu untuk membangun demokrasi di 
Indonesia, tetapi saya optimis dan saya juga melihat 
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banyak perubahan yang baik di Indonesia. 

Jurnal Perempuan: Menurut anda apa persoalan mendasar 
yang dihadapi pemerintah negara-negara di Asia Tenggara 
untuk membangun demokrasi?  

Patrick Ziegenhain: Saya kira kesadaran politik 
masyarakat di Asia Tenggara belum tinggi karenanya 
perlu lebih banyak pendidikan politik untuk 
masyarakat biasa. Partai politik sampai sekarang 
gagal dalam membangun kesadaran politik 
anggotanya. Selain itu masalah yang biasa dihadapi 
oleh banyak negara di Asia Tenggara adalah 
lemahnya negara hukum dan tingkat korupsi yang 
tinggi. Saya kira legal framework sudah cukup baik di 
banyak negara tetapi implementasi hukum tidak 
berjalan dengan baik dan ditambah dengan 
banyaknya praktik korupsi.

Jurnal Perempuan: Kalau bicara tentang partai politik, 
bagaimana anda membandingkan situasi di Asia Tenggara 
dengan di Eropa? 

Patrick Ziegenhain: Saya kira masalah yang 
dihadapi berbeda ya, di Eropa demokrasi sudah 
berjalan lama dengan ekonomi yang maju serta 
masalah yang dihadapi juga relatif lebih kecil 
dibandingkan dengan masalah yang ada di Asia 
Tenggara, hanya hal-hal seperti kenaikan pajak atau 
distribusi welfare state misalnya.  Di Asia Tenggara 
ada masalah hak asasi manusia yang menjadi 
persoalan dasar untuk membangun demokrasi. Di 
Eropa orang sudah memiliki kesadaran atas hak 
politiknya sementara di Asia Tenggara harus ada 
perjuangan untuk merebut haknya. Selain itu masih 
ada banyak kekuatan otoriter di Asia Tenggara yang 

menolak kekuatan demokrasi yang diperjuangkan 
sejumlah orang. Dan masih ada kekuatan besar 
seperti tentara di sejumlah negara, seperti Thailand 
contohnya.  Serta birokrasi yang anti reformasi. Ini 
adalah masalah besar yang ada di Asia Tenggara. 

Jurnal Perempuan: Bagaimana anda melihat proses 
demokratisasi di Indonesia ke depan? 

Patrick Ziegenhain: Saya sangat mendukung 
Jokowi menjadi presiden karena saya berharap dia 
bisa mengubah banyak kelemahan di Indonesia, 
tetapi sekarang sepertinya mayoritas Indonesia 
sedikit kecewa dengan apa yang terjadi sejak lima 
bulan pelantikannya. Kita bisa melihat masih ada 
kekuatan politik yang sangat konservatif, yang sangat 
powerful, yang tidak mau reformasi dan yang tidak 
menginginkan demokrasi. Ini masalah besar, masih 
ada banyak kekuatan yang mau berhenti. Saya kira 
penting sekali untuk mendukung kekuatan progresif 
dalam politik dan masyarakat Indonesia dan juga 
kaum perempuan yang progresif. Saya kira ada juga 
kelompok perempuan yang sangat konservatif dalam 
bidang agama ya, mereka menuntut hukuman mati 
atau penerapan syariah yang ketat. Namun juga ada 
perjuangan kelompok perempuan yang progresif 
yang mau reformasi dan lebih demokrasi, serta 
menghargai kebebasan. Antara kelompok konservatif 
dan progresif harus ada toleransi dan rasa saling  
menghormati satu sama lain. Artinya, tidak boleh ada 
pemaksaan paham dari satu kelompok kepada 
kelompok yang lain. Saya berharap Indonesia dapat 
menjadi negara yang bisa menjamin kebebasan 
individu termasuk kebebasan individu perempuan. 
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